
RESEARCH         Open Access  

 Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (TEKIBA)  

ISSN: 2776-947X 

http://10.36526/tekiba.v2i2./2262     TEKIBA, Vol 2, No 2, 2022, PP. 30-32  

Pengembangan Aplikasi Berbasis Android 

Untuk Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember 
 

Nova El Maidah1, Oktalia Juwita2, Priza Pandunata, Mohammad Zarkasi4, Karina Nine Amalia5, Diksy 

M Firmansyah6  

nova.pssi@unej.ac.id1, oktalia@unej.ac.id2, priza@unej.ac.id3, mohammad.zarkasi@unej.ac.id4, 

karina@unej.ac.id5, diksy@unej.ac.id6  

Correspondence Author: nova.pssi@unej.ac.id1  
123456 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, Jl Kalimantan No 37 Kampus Tegalboto, Jember, 68121, 

Indonesia 

 
Abstract - Validation of the Integrated Social Welfare Data (DTKS) needs to be carried out because the government 

uses this data as a basis for providing various forms of social assistance. Valid data is one of the efforts so that the 

social assistance provided is right on target. Jember Regency is one of the districts instructed to validate the data. The 

University of Jember through the Institute for Research and Community Service (LP2M) is working with the 

Regional Government of Jember Regency to carry out DTKS validation efforts. This activity then developed an 

Android-based application that enumerators used to validate in the field. The data used in the application is based on 

data already owned by the Jember District Social Service 
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1. PENDAHULUAN  

Kemiskinan (ekonomi) mengacu pada sumber 

daya keuangan yang dimiliki rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya [1].  Berbagai upaya 

pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan 

telah dilakukan melalui berbagai program bantuan 

sosial telah dilakukan, antara lain Program Indonesia 

Pintar [2], Program Jaminan Kesehatan Nasional [3], 

Program Keluarga Harapan [4], dan Bansos Rastra 

[5]. 

Penggunaan DTKS sebagai indikator utama 

dalam berbagai program perlindungan sosial masih 

menemui sejumlah permasalahan, seperti masih 
terdapat penduduk yang berhak menerima bantuan 

namun datanya belum tercatat dalam DTKS dan 

penduduk yang tidak berhak justru tercatat dalam 

DTKS [6]. Menteri Sosial RI juga menyatakan 

bahwa persoalan utama pada penyelenggaraan 

bansos adalah akurasi data penerima yang salah 

satunya disebabkan karena DTKS masih belum 

padan dengan NIK [7]. Menurut Sekretaris Jenderal 

Kementerian Sosial RI proses pemutakhiran DTKS 

secara berkala di tingkat Pemda Kabupaten/Kota 

belum optimal. Ditunjukkan hanya 54,18% 

Pemerintah Daerah (PEMDA) tingkat 

Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melakukan 

pemutakhiran DTKS  pada bulan Agustus 2021 [8]. 

Kabupaten Jember adalah PEMDA yang harus 

memperbaharui DTKS [9].  

Ketidakakuratan DTKS tesebut membuat 

PEMDA Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial 

mulai melakukan upaya percepatan perbaikan DTKS 

[10]. Namun demikian, perangkat dalam proses 

verifikasi DTKS masih dirancang menggunakan 

form kertas untuk mencatat data responden serta 

melengkapinya dengan foto sebagai data pendukung. 

Hal ini tentunya sangat menyulitkan enumerator 

dalam proses perekaman data serta Tim Dinsos 

dalam proses rekapitulasi, verifikasi, dan validasi 

data secara keseluruhan karena harus dilakukan 

secara manual. Selain membutuhkan sumber daya 

manusia (SDM) dan waktu dalam jumlah yang 

besar, prosedur manual tersebut juga rawan 

kesalahan data dalam proses perekaman karena tidak 

ada sistem kendali automatis dalam setiap transaksi 

perekamannya. Oleh sebab itu dibutuhkan 

mekanisme perekaman data yang dapat 
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mempercepat, mempermudah, dan mampu 

meminimalkan tingkat kesalahan data yaitu dengan 

mengimplementasikan sistem berbasis teknologi, 

informasi, dan komunikasi (TIK) dalam proses 

perekaman data tersebut.  

Perbaikan DTKS Kabupaten Jember merupakan 

hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu juga 

belum tersedia sistem berbasis TIK dalam proses 

perekaman datanya. Maka Program Pengabdian 

kepada Masyarakat ini mengusulkan kegiatan 

pengembangan aplikasi yang digunakan oleh 

enumerator dalam pelaksanaan perekaman data 

dengan judul program “Pengembangan Aplikasi 

Berbasis Android untuk Sistem Kesejahteraan Sosial 

Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember”. 

Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi berbasis 

android yang dapat digunakan untuk mengentri data 

atribut (yang terkait dengan personal dan sosial 

ekonominya), foto, geo-lokasi responden. Sebagai 

kontrol, aplikasi tersebut juga dirancang terhubung 

dengan data kependudukan untuk memastikan 

kepadanan dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK).  

2. ANALISIS SITUASI 

Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga 

telah menyiapkan Sistem Informasi Kesejahteraan 

Sosial Next-Generation (SIKS-NG) [11] sebagai 

kakas bantu agar program bantuan yang dimaksud 

tepat sasaran. SIKS-NG bertugas mengelola Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang 

digunakan sebagai acuan dalam program 

penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial Pengelolaan DTKS melalui 

SIKS-NG dilakukan melalui tahapan proses usulan 

data melalui musyawarah desa/kelurahan atau nama 

lain yang disampaikan kepada bupati/walikota 

melalui Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota [12]. 

Data usulan tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh 

dinas sosial yang hasilnya kemudian disampaikan 

kepada Menteri Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. 

Data usulan yang telah diterima oleh kementerian 

dievaluasi sesuai dengan kriteria integritas data, 

misalnya data perorangan harus bersifat tunggal 
sesuai dengan data kependudukan, tidak tumpeng 

tindih, dan memiliki atribut data yang lengkap. 

Apabila tidak memenuhi kriteria integrias data maka 

data usulan tersebut akan dikembalikan kepada 

Pemerintah Daerah (Pemda) tingkat Kabupaten/Kota 

untuk dilakukan perbaikan.  

Dalam implementasinya, penggunaan DTKS 

sebagai indikator utama dalam berbagai program 

perlindungan sosial masih menemui sejumlah 

permasalahan. Menurut Helmizar dalam [13] masih 

terdapat penduduk yang berhak menerima bantuan 

namun datanya belum tercatat dalam DTKS dan 

penduduk yang tidak berhak justru tercatat dalam 

DTKS. Meteri Sosial RI dalam juga menyatakan 

dalam [14] bahwa persoalan utama pada 

penyelenggaraan bansos adalah akurasi data 

penerima yang salah satunya disebabkan karena 

DTKS masih belum padan dengan NIK. Menurut 

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dalam [8] 

bahwa proses pemutakhiran DTKS secara berkala di 

tingkat Pemda kabupaten/kota belum optimal yang 

ditunjukkan hanya 54.18% Pemda tingkat 

kabupaten/kota di Indonesia yang telah melakukan 

pemutakhiran DTKS pada bulan Agustus 2021. 

Kabupaten Jember dalam merupakan salah satu 

kabupaten yang diperintahkan untuk melakukan 

verifikasi kembali DTKS [15].  

3. SOLUSI DAN LUARAN 

Pengembangan aplikasi berbasis android ini 

merupakan kerja sama antara Universitas Jember 

(UNEJ) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LP2M) dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Jember dalam rangka aktualisasi 

DTKS Kabupaten Jember. Aplikasi ini 

dikembangkan untuk membantu enumerator yang 

ditugaskan dari LP2M UNEJ untuk mendata 

masyarakat penerima bantuan dana sosial dari 

pemerintah. Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile 

yang diinstalkan pada gawai masing-masing 

enumerator yang bertugas. Aplikasi diunduh dari 

playstore atau di laman 

https://dtks.jemberkab.go.id/. Setelah aplikasi 

diinstal pada gawai maka tampilannya seperti 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

https://dtks.jemberkab.go.id/
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Gambar 1. Landing Page Aplikasi 

Button “Masuk” merujuk pengguna untuk masuk 

pada aplikasi. Pengguna memasukkan username dan 

password berupa e-mail dan tanggal lahir masing-

masing enumerator. Menu utama pada aplikasi ini 

antara lain: Survei Baru, Push Data Survei, Hasil 

Survei, Kelola Data Dasar, dan Keluar (Gambar 2). 

Enumerator melalukan survei baru kemudian 

memilih menu Survei Baru. Kemudian akan muncul 

lokasi desa dan keluarga yang sudah terdaftar untuk 

masing-masing enumerator. Sebelum melakukan 

survei, enumerator perlu melakukan verifikasi 

kepala dan anggota keluarga dalam kartu keluarga. 

Verifikasi dilakukan dengan menanyakan data-data 

antara lain Status Pernikahan, Status Kehamilan 

(khusus untuk anggota KK yang berjenis kelamin 

Perempuan), Status Penduduk, Jenis Pekerjaan, 

Penghasilan, Pendidikan Terakhir, Jenis Disabilitas, 

dan Penyakit. Jika ada anggota keluarga yang sudah 

meninggal, maka diberi keterangan sudah 

meninggal. Dan jika ada penambahan anggoto 

keluarga, maka perlu ditambahkan jumlah anggota 

keluarga yang belum terdaftar dalam kartu keluarga 

saja. Masing-masing enumerator melakukan survei 

dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang 

tersedia di aplikasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok 

menurut jenis data yang ingin diperbaharui. 

Kelompok pertanyaan-pertanyaan tersebut antara 

lain: Aspek Demografi Keluarga, Aspek Pemenuhan 

Kebutuhan Pangan, Aspek Pemenuhan Kebutuhan 

Rumah/Tempat Tinggal, Kondisi Pemenuhan 

Kebutuhan Sandang dan Kebutuhan Dasar Lainnya, 

dan Aspek Gaya Hidup. Selain pertanyaan-

pertanyaan tersebut, enumerator juga harus 

menverifikasi anggota keluarga yang disurvei. 

Apakah ada pengurangan atau penambahan anggota 

keluarga. Selain pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

enumerator juga menambahkan foto responden, foto 

rumah responden, dan peta lokasi responden. Setelah 

data terisi semua maka data tersebut diunggah ke 

server dengan memilih menu Push Data Survei. 

 
Gambar 2. Menu Utama Aplikasi 

Kegiatan perbaharuan DTKS ini mampu 

memvalidasi data sampai dengan 70% dari data yang 

dimiliki oleh Pemda Kabupaten Jember. Dalam 

penggunaannya aplikasi ini juga tetap dilakukan 

penyesuaikan yang bertujuan efektivitas penggunaan 

aplikasi. 

4. METODE KEGIATAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini 

dilakukan di Universitas Jember (UNEJ) dan Kantor 

Dinas Sosial Kabupaten Jember. Waktu pelaksanaan 

kegiatan tersebut mulai bulan Juni sampai Agustus 

2022. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat Pengembangan Aplikasi Berbasis 

Android untuk Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu 

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember dilakukan 

mengikuti metode pengembangan sistem air terjun 

(waterfall). Model waterfall merupakan pendekatan 

sistematis dalam pengembangan perangkat lunak. 

Pengembangan perangkat lunak model waterfall 

dimulai dengan analisis kebutuhan, perancangan 

sistem dan perangkat lunak, implementasi unit, 

integrasi sistem, serta pemeliharaan (Gambar 3) 

[16]. 
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Gambar 3. Model Waterfall 

a. Analisis Kebutuhan. Analisis kebutuhan secara 

umum dibagi menjadi analisis fungsional dan 

nonfungsional. Kebutuhan fungsional mengacu 

pada fitur-fitur apa saja yang harus tersedia pada 

aplikasi. Kemudian analisis nonfungsional 

mengacu pada item-item data yang ingin 

dikumpulkan yang muncul dalam bentuk 

pertanyaan yang diisikan oleh enumerator, 

spesifikasi perangkat yang digunakan, dan 

infrastruktur jaringan internet. 

 

b. Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak. 

Tahapan ini dilakukan untuk merancang basis 

data serta antarmuka sistem berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan fungsional dan 

nonfungsional. 

c. Implementasi dan Pengujian Unit. Pada tahap ini 

aplikasi dibangun berdasarkan hasil rancangan 

yang sudah dibuat. 

d. Integrasi dan Pengujian Sistem. Unit-unit 

aplikasi yang dibuat kemudian diintegrasikan 

dan diuji sistem yang telah diintegrasikan. 

e. Operasi dan Pemeliharaan. Pada tahap ini 

aplikasi digunakan dan dilakukan penyesuaian 

seiring penggunaan aplikasi tersebut. 

 

5. KESIMPULAN 

Aplikasi berbasis Android ini membantu 

Pemda Kabupaten Jember memvalidasi DTKS 

sampai dengan 70%. Kendala belum tercapai 

validasi dikarenakan jumlah dan masa kerja 

enumerator yang terbatas dan banyaknya data yang 

perlu divalidasi. 
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